BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Konsep identitas majemuk Amartya Sen menekankan pentingnya
menerima dan mengakui setiap orang sebagai makhluk sosial yang dapat
menciptakan identitas naratifnya sendiri. Sikap menerima dan mengakui
identitas naratif setiap individu secara gamblang menampilkan sisi kesetaraan
derajat dan hak individu sebagai subyek yang otonom. Dalam arti bahwa,
setiap individu memiliki kesempatan dan juga kebebasan yang sama untuk
memilih pelbagai macam kelompok afiliasinya tanpa didikte oleh para
penguasa (elite politik). Selain itu, konsep identitas majemuk secara tegas
menolak pandangan tentang identitas tunggal sebagai satu-satunya identitas
yang absolut.

Dalam konsep identitas majemuk, Amartya Sen berusaha
mempertemukan dan mempersatukan pelbagai macam perbedaan di bawah
narasi identitas majemuk. Prinsip dasar identitas majemuk adalah, tidak ada
seorang pun yang memiliki identitas tunggal sebagai satu-satunya identitas
yang absolut. Identitas sebagai hasil konstruksi manusia tidak hanya meliputi
satu aspek tertentu, melainkan secara menyeluruh bertautan dengan aspek-
aspek lainnya. Konsep identitas majemuk meyakini bahwa, realitas
masyarakat yang plural selalu memiliki potensi bagi identitas naratif yang
kompleks. Maka, kebebasan individu untuk mengidentifikasi pelbagai macam

identitasnya harus diterima dan dihargai oleh siapa pun.

Dalam merumuskan gagasan identitas majemuk, Amartya Sen
mendasarkannya pada konsep pengakuan identitas yang lain. Pengakuan
terhadap identitas yang lain merupakan basis terciptanya persatuan di dalam
keberagaman. Persatuan di dalam keberagaman menjadi dasar yang kokoh
untuk merawat setiap perbedaan pandangan dalam kehidupan sosial
masyarakat. Sebuah realitas sosial yang tidak dapat dibantah bahwa, dalam
kehidupan masyarakat yang plural, kita semua dituntut untuk mengakui

identitas orang lain. ldentitas majemuk yang dirumuskan oleh Amartya Sen



merupakan suatu tindakan konkrit manusia yang bertujuan untuk mencegah

kekerasan dan konflik di dalam kehidupan bermasyarakat yang plural.

Identitas majemuk Amartya Sen dapat dipandang sebagai dasar yang
kuat bagi terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis. Atas dasar itu,
identitas majemuk hadir sebagai basis hidup bersama yang berorientasi pada
sikap solidaritas, toleransi, dan juga pengakuan identitas yang lainnya. Fakta
ini dapat ditemukan di dalam prinsip-prinsip identitas majemuk yang
menekankan pentingnya sikap solidaritas, toleransi dan pengakuan terhadap
identitas yang lain. Sikap solidaritas, toleransi dan pengakuan terhadap
identitas yang lain, merupakan nilai fundamental dalam masyarakat plural
yang harus dijaga dan dipertahankan agar terciptanya suatu tatanan sosial
politik yang adil. Dengan demikian, identitas majemuk menjadi sebuah
landasan pemikiran yang bebas represif dan menghargai individu sebagai
subyek otonom yang mampu mengidentifikasi pelbagai macam identitas
naratifnya, sehingga hal ini sangat relevan dalam konteks kehidupan bersama

sebagai masyarakat yang plural.

Identitas majemuk Amartya Sen sebagai sebuah konsepsi pemikiran,
memiliki keterbatasan relevansi tersendiri berhadapan dengan realitas
masyarakat Indonesia yang masih menghidupi nilai-nilai primordialnya secara
radikal. Salah satu keterbatasan relevansi dari konsep identitas majemuk
tersebut ialah, penekanannya pada unsur rasionalitas individu. Dalam konteks
Indonesia, rasionalitas individu tidak memiliki peran yang signifikan, sebab
masyarakat Indonesia masih memegang teguh pada nilai-nilai primordialnya.
Bertolak dari uraian ini, dapat disimpulkan bahwa, konsep identitas majemuk
Amartya Sen tidak sepenuhnya relevan dalam konteks Indonesia yang masih
berpegang teguh pada nilai-nilai primordialnya. Akan tetapi, pada uraian
sebelumnya, prinsip identitas majemuk secara tegas menekankan nilai-nilai
solidaritas, toleransi, dan pengakuan terhadap identitas yang lain sebagai basis

pengelolaan politik identitas di Indonesia.
5.2 Saran

Di akhir tulisan ini, penulis memberikan beberapa saran yakni,

pertama, pemerintah. Menurut penulis, negara atau pemerintah memiliki
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kewajiban untuk menciptakan situasi politik yang demokratis bagi setiap
masyarakat Indonesia. Situasi politik yang demokratis hanya bisa terwujud,
apabila terdapat aturan tegas yang diberlakukan. Dalam arti bahwa, setiap
orang yang melakukan tindakan diskriminasi, baik para kontestan politik
maupun massa itu sendiri dalam masa kampanye, harus diberikan sanksi
sesuai dengan aturan yang sudah diberlakukan. Sanksi yang sudah ditetapkan
harus berlaku bagi semua orang, termasuk para elite politik. Sanksi harus
diterapkan secara adil bagi semua masyarakat Indonesia. Hal ini bertujuan
untuk mencegah praktik politisasi identitas tertentu dalam kontestasi elektoral.

Selain itu, pemerintah juga harus bersikap adil dalam hal merumuskan
kebijakan. Dalam arti bahwa, pemerintah tidak boleh menjadikan masyarakat
mayoritas sebagai titik simpul sebuah kebijakan publik. Sebaliknya,
pemerintah harus mampu mengambil kebijakan publik yang berbasis pada
kesejahteraan umum untuk menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang
adil dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di samping itu,
pemerintah juga harus terbuka terhadap suara-suara kritis dari masyarakat
maupun para pengamat politik. Pemerintah tidak boleh menciptakan sebuah
sistem yang dapat membungkam pendapat atau aspirasi suara-suara Kritis
demi memperbaiki sistem politik di Indonesia. Ambil misal, tindakan
memonopoli ruang publik dan ancaman bagi para pengamat politik yang

mengkritisi setiap kebijakan pemerintah.

Kedua, partai politik. Partai politik memiliki peran yang sangat besar
dalam usaha meminimalisir politik identitas di Indonesia. Partai politik
sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah
harus bersikap netral. Sikap netral ini ditunjukkan lewat cara mengakomodasi
seluruh aspirasi masyarakat, baik masyarakat mayoritas maupun masyarakat
minoritas kepada pemerintah. Hal ini tidak terlepas dari fungsi partai politik
sebagai sarana sosialisasi politik. Selain itu, partai politik juga harus
menanamkan sikap toleransi, solidaritas, dan semangat nasionalisme kepada
setiap anggota partai politik. Tujuan menanamkan sikap toleransi, solidaritas,
dan juga semangat nasionalisme ini ialah, agar mereka tidak mengejar

kepentingan pribadi di dalam partai politik; sebaliknya mengutamakan
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kesejahteraan umum sebagai cita-cita partai politik. Lebih jauh lagi, sikap
toleransi, solidaritas, dan semangat nasionalisme juga merupakan basis untuk

mencegah praktik politik identitas dalam pesta demokrasi di Indonesia.

Dasar terciptanya politik identitas di dalam perhelatan pilkada dan
pilpres tidak terlepas dari gagalnya peran partai politik sebagai organisasi
yang berpijak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Partai politik sebagai
basis untuk memenangkan sebuah pemilihan umum, harus bersikap adil dan
netral ketika mengampanyekan seorang kandidat politik. Dalam arti bahwa,
partai politik tidak boleh mempolitisasi nilai-nilai primordial tertentu sebagai
alat politik untuk membangun citra negatif terhadap lawan politik. Partai
politik harus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai organisasi yang
mengakomodasi aspirasi masyarakat, sebagai sarana pengatur konflik, dan
juga sebagai pihak yang mengusulkan sebuah kebijakan publik kepada

pemerintah berdasarkan aspirasi masyarakat Indonesia.

Ketiga, tokoh agama. Peran tokoh agama tidak bisa dipandang lalu
begitu saja. Para tokoh agama memiliki andil yang besar dalam menyuarakan
keadilan dan kebenaran bagi masyarakat Indonesia yang sangat agamais.
Dalam arti bahwa, ketika terjadi politik identitas berbasis agama maka, para
tokoh agama harus menjadi tokoh panutan dalam menyuarakan keadilan dan
kebenaran. Para tokoh agama tidak boleh terjebak di dalam sentimen
keagamaan tertentu yang melemahkan daya nalar kritis mereka. Sebab, apa
yang menjadi pilihan politik para tokoh agama sejatinya turut memengaruhi

masyarakat awam.

Keempat, masyarakat. Landasan hidup bernegara yang demokratis dan
yang paling kokoh ialah masyarakat. Masyarakat sebagai subyek demokrasi
itu sendiri harus memiliki sikap yang kritis terhadap politisasi nilai-nilai
primordial tertentu di dalam pemilihan umum. Masyarakat harus mampu
membedakan politik yang memecah belah bangsa dan politik yang
mempersatukan bangsa. Kemampuan membedakan politik yang memecah
bela bangsa, dan politik yang mempersatukan bangsa hanya bisa terwujud,
apabila akal budi kritis setiap individu direalisasi di dalam pemungutan suara.

Artinya bahwa, ketika memutuskan pilihan politik, setiap individu harus
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menghindari-seperlunya menghilangkan tendensi untuk memilih pemimpin
politik yang memiliki kesamaan nilai-nilai primordial; sebaliknya, setiap
individu harus mampu untuk melihat visi misi, dan juga elektabilitas seorang
pemimpin politik.

Kelima, kaum intelektual. Kaum intelektual di sini meliputi para
mahasiswa-mahasiswi, para pemikir, para aktivis sosial, dan juga para
pengamat politik. Sebuah tatanan sosial masyarakat yang adil hanya bisa
terwujud, apabila ada kemauan dan juga kesadaran dari para kaum intelektual
untuk menyuarakan suara-suara kritis mereka. Sebuah bangsa akan menjadi
sangat totaliter apabila setiap kebijakan pemerintah tidak dikritisi sama sekali
oleh kaum intelektual. Atas dasar itu, kaum intelektual diharapkan agar selalu
menyuarakan suara-suara kritis mereka dalam memperbaiki kualitas kebijakan
pemerintah dan juga turut andil dalam mengamati setiap proses kebijakan
pemerintah. Dasar terciptanya sebuah tatanan sosial masyarakat yang adil

sepenuhnya terletak di tangan kaum intelektual.
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